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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idP   E   N   E   T   A   P   A   N

 NOMOR :  148/G/2010 /  PTUN-JKT.

 “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Penggugat   te r t angga l  22  Oktober  

2010    d ida f t a r  d i  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  tangga l  22  Oktober  2010  di  bawah   reg i s t e r   Nomor  :  

148/G/2010 /  PTUN-JKT,  yang  dia j ukan  o leh  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EFFENDI  PANJAITAN,  S.H.  ;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  bera lamat  

di  Ja lan  J l .  DC.  Bar i t o  No.  3  Kel .  

Sukadamai ,  Kec.  Medan  Polon ia ,  Medan,  

Sumatera  Utara ,   Peker jaan  :  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Pada  Kejaksaan  Tingg i  

Sumatera  Utara   se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  …. . . . . ….. .… PENGGUGAT;

L      A     W      A      N

       JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;  tempat  kedudukan  d i  Ja lan  

Sul tan  Hasanudd in  No.  1  Kebayoran  Baru ,  

Jakar ta  Sela tan ,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . .…. . .…… TERGUGAT ;

Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam  gugatannya  te l ah  memohon 

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  te rhadap  keputusan  Tergugat  

ya i t u  :

Keputusan  Tergugat  NOMOR :  KEP-076/A /JA /06 /2010  tangga l  2  Jun i  

2010  (obyek  gugatan)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,  bahwa  objek  gugatan  ber i s i  pen ja tuhan  hukuman 

dis i p l i n  t i ngka t  bera t  berupa  Pemberhen t i an  Dengan  Hormat  Tidak  

Atas  Permin taan  Sendi r i  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama 

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  62  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.  5  tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan 

Undang- Undang  No.  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,   Ketua    Pengadi l an     da lam    Rapat    Permusyawara tan  

berwenang  

          Hal  1 dar i  5 hal  Penetapan  Nomor 148/G/20 10/PTUN-

JKT. -

menetapkan  bahwa  gugatan  t i dak  d i t e r ima  atau  t i dak  berdasar  

da lam  hal  d ipenuh i  keten tuan - keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  dalam 

wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  56 

t i dak  d ipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  te lah  dibe r i t a hu  

dan dipe r i nga t kan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  te rsebu t  t i dak  d idasarkan  pada  a lasan- alasan  yang  

layak  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Apa  yang  di tun tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  o leh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idGugatan  dia jukan  sebe lum waktunya  atau  te l ah  lewat  waktunya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keten tuan  yang  d ia tu r  da lam Pasal  62  ayat  

(1 )  te rsebu t  ada lah  bers i f a t  a l t e rna t i f  o leh  karena  i t u ,  apakah  

gugatan  Penggugat  te rmasuk  da lam  keten tuan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  guna  mempero leh  ke je l asan  mengenai  

keadaan- keadaan  yang  diungkapkan  Penggugat  da lam  gugatannya ,  

maka  Pengadi l an  te l ah  memanggi l  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  

had i r  da lam  acara  Dismissa l  Proses ,  d imana  had i r  Penggugat  

pr ins i pa l  dan dar i  Pihak  Terguga t  t i dak  

had i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keputusan  yang  dimohon  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah ada lah  Keputusan  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  

menyatakan  :

Bahwa Penggugat  mener ima  dan  mengetahu i  adanya  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  pada  tangga l  27  Ju l i  2010  dan  atas  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  Penggugat  te lah  mengajukan  pembelaan  dengan  

mengi r imkan  sura t  kebera tan  Kepada  Ketua  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian  R. I .  mela lu i  Jaksa  Agung  R. I .  mela lu i  Kepala  

Kejaksaan  Tingg i  Sumatera  Utara  Medan,  te r t angga l  9  Agustus  

2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  pembelaan  dan  atau  sura t  kebera tan  te rsebu t  sampai  

dengan  dia jukannya  gugatan  in i  be lum ada jawaban  dar i  Pejaba t  

yang  berwenang  ya i t u  Ketua  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  

R. I .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Hal  2 dar i  5 hal  Penetapan  Nomor  

148/G/2010 /PTUN- JKT. -

Bahwa Penggugat  mengajukan  pembelaan  dan atau  kebera tan  te rsebu t  

masih  da lam  tenggang  waktu  14  (empat  be las )  har i  sesua i  

dengan  keten tuan  Keppres  No.  67  Tahun  1980  ten tang  

BAPPEK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

   Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  48  jo  Pasa l  51  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  d iubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009,  bahwa  da lam  hal  suatu  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dibe r i  wewenang  o leh  atau  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  untuk  menyelesa i kan  

secara  admin is t r a t i f  sengketa  ta ta  usaha  negara  te r t en tu  maka 

sengketa  ta ta  usaha  negara  te rsebu t  harus  dise lesa i kan  mela lu i  

upaya  admin is t r a t i f  dan  Pengad i l an  baru  berwenang  mengadi l i  

sete l ah  upaya  admin is t r a t i f  d igunakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  yang  berwenang  

mengadi l i  sengketa  ta ta  usaha  negara  sebaga imana  Pasa l  48  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  23 PP No.  30 Tahun 

1980 : - - - - - - - - - - - - - - - - -                  

(1 )  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  berpangka t  Pembina  golongan  ruang  

IV /a  ke  bawah  yang  d i j a t uh i  sa lah  satu  jen i s  hukuman dis i p l i n  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  6 ayat  (4 )  huru f  c  dan  huru f  d  

dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  Badan Per t imbangan  Kepegawaian  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id(2 )  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  sebaga imana  d imaksud  da lam 

ayat  (1 ) ,  d iben tuk  dengan  Keputusan  Pres iden  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  24

(1 )  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  waj ib  mengambi l  keputusan  

mengenai  kebera tan  yang  d ia j ukan  oleh  Pegawai  Neger i  Sip i l  

kepadanya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Keputusan  yang  diambi l  o leh  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian ,  

ada lah  mengika t  dan  waj ib  di l aksanakan  oleh  semua  pihak  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa jen i s  hukuman dalam Pasa l  6  ayat  4  huru f  

(c )  dan  (d)  ada lah  (c ) .  pemberhen t i an  dengan  hormat  t i dak  atas  

permin taan  send i r i  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  (d ) .  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3 dar i  5 hal  Penetapan  Nomor  

148/G/2010 /PTUN- JKT. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,  bahwa te rhadap  obyek  sengketa  a quo  berdasarkan  

Pasa l  23  dan  24  Pera tu ran  Pemer in tah  (PP)  Nomor  30  Tahun  1980  

ten tang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  te rnya ta  ada  

upaya  admin is t r a t i f  ke  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  (BAPEK)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  kebera tan  ke  

BAPEK  dan  belum  ada  keputusan  dar i  

BAPEK ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta ,  o leh  karena  te rhadap  obyek  gugatan  harus  te r l eb i h  

dahu lu  di t empuh  upaya  admin is t r a t i f   sebaga imana   keten tuan  

Pasa l  48   Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  diubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009,  maka gugatan  Penggugat  

bukan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  mengadi l i n ya  

akan  te tap i  kewenangan  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

te rhadap  keputusan  dar i  BAPEK  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  gugatan  

Penggugat  te rmasuk  dalam  keten tuan  Pasa l  62  ayat  (1 )  huru f  a 

Undang- Undang No.  5 Tahun 1986 yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan 

Undang- Undang No.  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  gugatan  Pengugat  harus  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddinya takan  t i dak  di te r ima  dan  kepada  Penggugat  juga  diwa j i bkan  

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i ,  

yang  besarnya  akan  d i t en tukan  pada amar  d i  bawah in i  ;  - - - -

Menginga t ,  Pasal - Pasal  dar i  Undang- Undang  Nomor 5  Tahun 

1986  yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  51 

Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua  Atas   Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  pera tu ran  

perudang- undangan  la i nnya  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E T A P K A N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  sebesar   Rp.  

134.000 , 00 ( Sera tus  t i ga  pu luh  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  4 dar i  5 hal  Penetapan  Nomor  

148/G/2010 /PTUN- JKT. -

Demik ian lah  di te t apkan  dalam  rapa t  permusyawara tan  pada  

har i  :   Senin ,  tangga l  8  November  2010  o leh  kami  :  H.  YODI 

MARTONO WAHYUNADI,  SH. ,  MH, se laku  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a ,  Penetapan  te rsebu t  pada  har i  i t u  juga  diucapkan  

dalam  Rapat  Permusyawara tan  yang  dinya takan  te rbuka  untuk  umum 

oleh   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  Jakar ta   te r sebu t ,  

dengan  d iban tu    o leh  WAHIDIN,  S.H. ,  M.M.  Pani te ra  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  d ihad i r i  Penggugat  pr ins i pa l  

dan tanpa  dihad i r i  Tergugat  atau  Kuasanya .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id     P  A  N  I  T  E  R  A,  

K E T U A,

t td t td

  WAHIDIN,  S.H. ,  M.M. H.  YODI MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,M.H.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  …………………………….. Rp
  30.000 ,00

2.      ATK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rp   50.000 ,00

3. Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………. Rp   40,000 ,00

4. Matera i  Penetapan  Dismissa l  
……….… Rp     6.000 ,00

5. Redaks i  Penetapan  Dismissa l  .
……….. Rp     5.000 ,00

6. Leges  Penetapan  Dismissa l  .
………….. Rp     3.000 ,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp 134.000 ,00

     ( Sera tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  rup iah ) .  

     Hal  5 dar i  5 hal  Penetapan  Nomor  

148/G/20 10/PTUN- JKT. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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